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PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

bahwa keweningan pemungutan Pajak Restoran telah

ditctapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuanran

Singingi Nomor 3 Tahun 2011 tenlang Pajax Resiorun, maka

ketentuan lebia lanjul atas Petunjuk Pelaksana Pemungutan

Pajak Restoran diat lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,

bahwa bcrdaszrkan pertimbangan sebagaimana cimaksud

dalam huruf «, perlu menetapkan Peraturan Bupasi tentang

Perunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran.

Undang-Undar:2 Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acura

Pidana (Lembsran Negara Republik Irdanesia Tuhun 1981

Nomur 76, Tarcbohan Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Nomar 3209),
Undang- Undang Namor 6 Takim 1983 teniang Keten!can

UmumTata Cura Perpajakan (Lembaran Negara Repubiic

Indonesia Tarun 1983 Nomor 49, Tambanar Lembaran

Negara Repuliik Indonesia Nomar 3262), sebagaimana telas

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahi:n 2000 (Lembaran Negara Republixs Incionesia

Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repuolik

Indonesia Nomer 3984):
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentar:ig Penagihan

Pajak dengar Surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tat:vur 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Repubik Indonesia Noruor 3686), sebagairnana telan

diubah dcngun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006

(Lembaran NeyaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Narnor 129,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987):

Undang-Undany Nomor 28 Tahun 1599 tentang

Penyclenggars:n Negara Yung Bersih dan Bebas dari Kesupsi.

Kolusi dan Ncotiume (Lernbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Naraor 75, Tarubahan Lembaran Neyara

&.

b.

Republik Indesesia Nomor 3851):
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.—

10.

. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupa:en

Rokan Hilir, Kasupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Narnor

Bl,Tambahan Jembaran Negara Republik InGonesia Nomor

3902), sebagaim.ana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 1919 tentang Perusahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten

Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kahupaten

Natuna, Kaburaten Kuantan Singingi dan Kota Bataru

(Lainbaran Negara Republik Indonesia Tehur 2008 Nomur

107,/Tambahar: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4980), |

Undang-Undang Nomor. (4 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002:

Romor 27, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia

Nomor 4189),
Undang-Undar:» Nosnor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tamibahar. Lembaran Negara Repubiik Indonesia

Nomur 4286):
Undang-Undang Nomor 1 Tohun 2004 teniang Perbendakaraan

Negara (Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor .5, Tar-bahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia

Nomor 4355):
Undang-Undang Nomur 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengeloiaan Gr. Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Tahur. 2004 Nomor 66, Tambahun

Lembaran Negira Republik Indonesia Nomor 4400!:

ndang-Unds::4 Nomor 32 Tahix: 2004 tentany Pemerintahan

Decrah (Lernbaran Negara Republik Indoresis Tahu: 2204

5.

6.

7.

8.

'

Nomor 125, JYambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia

1i.

12.

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undarg Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tarun 2004

tentang Pemcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembarun Negara

Republik Indoncsia Nomor 4844):
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan anizra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah

(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomur 4438):

Undang-Undar:zg
- Nomor 28 Tahun 2009 rentang Pajak

Daerah dan Retribusi Duerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor. 130, Tambahan Lembaran. .

Negara Republik Indonesia Nornor 5049):
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Menetapkan :

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tenlung

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemburan

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik,indoncesia Nomar 5234),

14. Peraturan Pencriatah Nomor 58 Tahun 2015 tentang

Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Kepublik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaken Lembaran

Negara Republix Indonesia Nomor 4578),
15.Peraturan Perserintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

“Pembagian Lrusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tasun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Namor 4737),
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 tenteng Tata Cara

Pemberian da: Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajax

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repub.ik

Indonesia Tahua 2016 Nomor 119, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5181):
17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 kentang Jenis

Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala

Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran

Ncgara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan

Lembaran Negers Republik Indonesia Nomor 5179):

18. Peraturan Pres.den Nomor 1 Tahun 2007 tertang Pengesahan,

Pengundangan dan Penyebarluasan Per
aturan Perundang-

undangan:.
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentarsg Pajak Rcsluran

(Lembaran Decrah Kabupaten Kuantan Singngi Tahun 20.1

Nomor 3, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Kuantwn
Singingi Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN B:PATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANA
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN. |

. BAB I

KESENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Deerah adalah Kabupaten Kuar:tan Singingi.

Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Kuantan Sir.gingi,

Bupati adaluh Bupati Kuantan Singingi,

Ninas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kuantar: Singingi.

Pejabat adalah pegawai yang d:beri tugas terlentu.di bidang Perpajakan Dacrah

2
3.

5.
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Kas Daeran adalah Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan danfatau minuman dengan

dipungutkayaran, yang mencakup juga rumah rnakan, kafctaria, kantin,

warung, kolam pancing, pedagang kaki lima bar, dan sejenisnya termasuk jasa

boga dan kalering:
Pajak Restoran yang selanjutnya disebut pajak adulah pajak atas pelayanan

yang disediakan oleh Resturan.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data

objek dan subjek Pajak, penezapan besarnya Pajak yang terutang sampai

kegiatan penagihan Pajak kepads wajib pajak serta pengawasan penyetorannyaj

Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,

Perserman Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau

Daerah dcngan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan,

Firma, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha

Tetap serta Bentuk Usaha Lainrya:
Sistem pemungutan pajak daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada

wajib pajak dalam memungut dan memperhitungkan serta melaporkan pajak

terutang
Sistem self asscsmeni adala: suatu sistem dimana wajib pajak diberi

kepercayaan untukmenghitung sendiri pajak yang terutang,
Sisiem SKP atau sistern ketetapan pajak adalah suatu sistem dimana petugas

Dinas Pendapatan akan menclnnkan jurnlah pajak terurang pada awal suatu

masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan

SKPR:
Surat pengukuhan sebagai walib pungut pajax adalah sural yang diterbitkan

oleh kepala Dinas Peridapatan "intuk mengukuhkan, menetapkan wajib pajak

sekaligus bertindak scbagsi pemungut pajak yang dikenakan pada subjek pajak:

Sural penunjukan sebagai pemi:ik/penanggurjawab usaha wajib Pajak adalah

surat yarg diterbitkan oleh kenala Dinas Pendapatan untuk menunjuk dan

menctapkan pemilik serta penarggunjawab usaha wajib pajok:
Kartu NPWPD adalah kartu vang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak

Dacrah, nama dan alamat wajib pajak sebagai idertitas wajib pajak:
Maklumat adalah surat pembentahuan kepada masyarakat bahwa atas

usahaj kegiatan terurarg pajak:
Surat Pemberitahuan Pajak Deerah yang selanjutnya disinkkat SPTPD adalah

surat yang cligunakan oieh Wasib Pajak untuk melaporkan Pengnstungan dan

Pembayaran Pajak yang tcrutanz menurut Peraturan Daerah:
Surat Tagihan Pajak Daerah sclanju'nya disingkat STIPD adalah surat untuk

melakukan tagiluu pajak Uan alau sarksi adininistrasi berupa huaga atau

denda: ,

Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah surat yang

digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran

Pajak yang terutang ke Dendahara Penerimaan/Bendahara Pencrimaan

Perrbantu:
.

Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yung

digunakan Bendahara Penerim-san/Bendahara Penerimaan Pembantu untuk

6.
7.

8

9

ap

—

menyetor pungutan dacrah yang terutang ke Kas Daerah atau Bank yang

ditetapkan oleh Kepala Daerah,



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Sural setoran pajak daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah sural yang

digunakan oleh wajib pajak un'vk pembayaran stau penyetoran pajak yang

terutarg ke kas daerah atau kerempar lain yang ditetapkan oleh kepala dacrsh.

Surat ketetapan sajak daerah sementara yang selanjutnya disingkat SKPDS

adalah SKPD yang menenukan besarnya pajak yang terutang sementara untuk

sualu mas2 bajak, yang ditetapkan pada awal masa pajak tersebut secara

jabater:olch Dinas Per.dapatars,
Sura: ketctapan pajak dacrah rampung yang selanjutnya disingkat SKPDR

adalah SKPD yang merampungsan perhitunyan pajak terutang untuk suatu

masa najak sesuei SKPDS yang diterbilkan sebelumnya dan diletapkan secara

jabatan oleh Ninas Pendapatan:
Surat Ketetapan Psjak Daerah yang sefanjutnya disingkat SKPD adalah Surat

Kepulusan yang encntukan levarnya jumlah pukok Pajak yang terutanp:

Surat Ketctapan Pnjak Daerah Kurang Bayar yang scianjutnya disingkat

SKPDKB adalah surar keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok

pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekuraugan pembayaran pokok pajak,

besarnya sanksi adminis:ratil, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat

disingkat SKPDKBT ada'ah surat keputusan yang menentukan iuniah

kelebihan membayar pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar darj pajak

yang terutang atau lidak sehanusnya terutang:
Surat Ketetapan Pajrk Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingka! SKPDLB

adalah surat ketetapan pajak yeng menentukan jumlah kelebihan pembayaran

pajak, karena jum!lah kredit cajak lebih besar dari pada pajuk yang terutang

atau seharusnya tidak terutang,
Sura: Ketetapan Pajak Deerah Nihil vang selanjutnya disingkat SKPDN adalah

surat ketctapan pajak yang msnentukan jumlah pokok pajak sama besarnya

dengan jumlah kredit pajak azau pajak tidak terulang dan tidak ada- kredit

paiak,
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surar Ketetapan Pajak Daerah, Surat

Ketetapan Pajak Daerah Kurarg Bayar, Surat Ketetapari Pajak Daerah Kurang

Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketctapan

Pajax Daerah Nihil, atau terhadap pemutongan atau pemungutan oleh Pihak

Ketiga yang diejukan alen Wajih Pajak,
Surat Keputusan Pembelular adalah surat keputusan yang membctulkan

kerelaan tutix, kesalahan Hilurgs, danfatam kekeliruan dalam penerapan

ketcutuan tertentu dalami peraluran perundung-undangau perpujukan daerah

yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah, Surat Ketetapan Pajak

Dacrah, Surat Ketetapan Pajak Deerah Kurang Bayar, Sural Ketetapan Pajak

. Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Dacrah Lebih Bayar,

12.

33,

Surat Ketetapari Pajak Daerah Nilil, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat

Keputusan Keberiyan,
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pujak atas banding terhadap

Surat Keputusan Keberatan yau: diajukan vlch Wajib Pajak:

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur

untuk mengumpulkan data dar informasi kenangan yany rneliput: harta,

kewajiban, modal, perghasilar dun biaya, serla jumlah hurgu perulehan daa



penyerahan barang aluu jasa, yang dilulup deugan penyusunan laporan 5 "
:

keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periodeTahun Pajak.1
tersebut:

-ea
"34. Pemeriksaan adalah scrangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah dara.Ai

ketcrangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan sccara objektif dan profesidnal.Ai
: herdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menyuji kepatuhan pemonuhanj ih
kewajiban perpajakan dacrah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan.

keten:uan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah: 3 1
“

35. Penyidikan ndak pidana dibidang perpajakan dacrah adalah
serangkafi

&

bukti yang dengan bukti itu membuat lerang tindak pidana dibidang
perpajakan

'
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. | Esj

IK Untuk mencan serta meltindakan yang w akukan oleh

RAB Il . TAN

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK aan
Pasal 2 Ban 3

(1) Objek Pajak Restoran adalah pe.ayanan yang disediakan oleh Restoran. PN San

(2) Pelayanan yang disediakan oleh Restoran sebayaimana dimaksud pada ayat (1 . "Ph
meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi :.
oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. ”—

:

(3) Termasuk dalam objek pajak Restnran scbagaimana dimaksud pada ayat @
'

meliputi : .

a. Restoran,
b. Rumah makan:
c. Kaietaria,
d. Kantin:
c. Warung,

,

f£. Kedai kopi ai i

&. Bar:
— |

h. Pujasera:
i. Toko Kue/bakery:
j- Jasa boga/katering: dan
k. Kegiatan usaha lainnya yang sejeris.

(4) Tidak termasuk obick Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelayanan yang disediakan oleh Reslaran yang rilai penjualannya tidak melebihi

Rp 1.500.000,00 (saru juta lima ratus ribu rupivh) per bulan.

ta

Pnsal 3

(1). Subjek Pajak Restoran adalahorang pribadi atau Badan yang membeli
makanan

danfalau minuman dari Restaran.
(2) Wajib Pajak Resturan adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakari

Restoran.



(1)

(2)

3

(4)

(5)

(S

(1

(2)

(3)

BABI”
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasa! 4

Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah

Kabupaten dalam hal ini Dinas Pendapatan dalam jangka waku selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari senelum dimulainya kegiatan usahanya.

Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendir: usahanya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Dinas Pendapatan akan mendaftar usaha Wajib Pajak secara

jabatan.
"

Pendaftaran usaha scbapaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai
berikut:
a. Pengusaha/penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan

menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas
Pendapatan.

b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan dilandatangani disampaikan
kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan :

1. Fotocopy KTP pengusaha/penanggung jawab/pencrima kuasa,
2. Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha,
3. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan, jika ada,
4. Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggung jawab berhalangan dengan

disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa, dan
c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dir:as Pendapatan memberikan

tanga terima pendaftaran.
Berdasarkan keterangan Wajih Pajak dan dala yang ada pada formulir

pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan:
a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak
yang dikenakan,

-

p. Surat Penunjukan sebagai Pernilik/ Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak,
c, Kartu NPWPD:, dan
d. Maklumat.
Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan
Maklurna:z Kepada pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan
Tanda terirna pendaftaran.
Terhadap Maklumar, Wajib Psjak memasangnya padu tempat yang mudah

dilihar aleh Pengunjung atau landu Restoran.

Dial D

Stoebisap argriritnea alan nneralua. Beglevana Tusurrars metufapat izin doei Kanlar

Pelayanan Perizitan Terpadu (KPT) Kabupakan Kuuulun Setiap,
Tata cara mendapatkan izin Dsuha, pembiraan, pengawasan dan perpanjangan
izin usaha Restoran dibawah koordinasi dan dikelola oleh Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Kuantan Singingi.
Perpanjangan izin usaha dapal diberikan upabila penpusaha Kesloran bisa

menunjukan Tanda Bukti Pembayaran atau dokumen yang dipersamakan yang .

"

menjelaskan tidak ada lugi pajok yang terhutang atau yang belum dilunasi.

7



BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

. Dasar pengenaan pajak Restoran adalah jumlah pembayaran atau yang scharusnya

dibayar kepada Restoran.

Pasal 7

Tarif pujak Restoran ditctapkan sebesar 1046 (sepuluh persen).

Pasal 8

1

Besarnya Pokok Pajak Restoran yang lerutang dihitung dengan cara mengalikan

tarif sehagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasai 9

(1) Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 6, yang menjadi dasar

pengenaan pajak harus tertantim dengan jelas pada bukti pembayaran, yang

biasa disebut dengan bill, kuilarisi atau faktur pembayaran, invoice atau bukti

pembayaran/pencrimaan lainnya.
(2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib Pajak harus menggunakan

bill/faxlur/kuitansi/invoice/bulsi pembayaran yang telah diberi tanda atau

diperporasi oleh Dinas Pendapatan sebelumnya.

(3) Bilijfaktur/kuitansi/invoice/bukti pembayaran herus mempunyai nomor
urul

yang sudah tercetak sebeluranya.
(4) Bentux dan format bil/Iaktur/kuitansi/invoice/buku pembayaran lainnya

minimal memberi informasi ncrmor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis

pelayanan, yang dinikmati dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang

, dibayar.
(5) Setiap Wajib Pajak harus menggunakan bill/faktur/kutansi/invoice/bukti
|

pembayaran yang diperpurusi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan.

(6) Untuk Wajib Pajak yany mempunyai sistem pembayaran/”billing” tersendiri

dengan menggunakan komputer untuk ruencctak bill, perporasi bill bukan

merupakan keharusan.
(7) Watib Pajak seperti vang dinaksud pada ayat ($), harus mengajukan

permohonan untuk tidak menggunakan bill perporasi.

(8) Tata cara melakukan perporasi dan permohonan untuk tidak menggunakan bill

perporasi akan ditetapkan terpisah oleh Dinas Pendapatan.

Pasal 10

(J) Pajak dihitung untuk setiap bill atau kwitansi atau faktur yang dikeluarkan oleh

pengusaha Restoran dan atas juznJah yang akan dibayar oleh tamu Restoran,



(2)

(3)

Contoh perhitungan pajak adalan sebagai berikut :
- Nasiputih -3@ Rp. 2000,00 :Rp. 6.000,00
- Sate daging - 3 porsi @& Rp. 15.000,00 "Rp. 45.000,00
- Sop Tunjang -3porsi@ Rp. 20.000,00 : Rp. 60.000,00
- Teh manis “5 gelas @Rp. 1.000,00 :Rp. 5.000,00
- Jumlah sebelum Pajak : Rp. 116.000,00
- Pajak Restoran Rp. 116.000,- x 10 & Rp. 11.600.000
- Jumlah yang harus dibayar : Rp. 127.600,00

Yang dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) peda contoh adalah “Jumlah sebelum pajak, yaitu sebesar Rp.
116.000,00

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK :

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 11

Atas segala usaha penyelenggaraan Restoran, Dinas Pendapalan menetapkan Tata
Cara Pemungutan Pajak dengan metode :

11)

(2

Self Assessment System, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak
untux menghitung, memperhi-ungkan, membayar dan melaporkan sendiri
besarnya pajak yang narus dibayar: dan
Official Assessment System, Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak
yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menenlukan besarnya pajak

2

b.

yang terutang

Pasal 12

Atas usaha penyelenggarakan Restoran, Dinas Pendapatan menetapkan Sistem
Pemungutan Pajak sebagai berikut :

a. Untuk Restoran, nimah makan, Kafetaria, kantin, warung, kedai kopi, bar,
puja sera, toko kue, jasa boga /catcring dan kegiatan usaha lainnya yang
sejenis yang mempunyai pembukuan yang buik ditetapkan dengan metoda
Sistem Self Assesmenc.

b. Usaha Restoran yang tempat usahanya tidak menetap, insidentil dan atau
usaha herian dapat dilakukan dengan sistem pungutan harian pejak
Restoran dengan menggunakan karcis harian.

|

C. Bentuk dan besarnya jumlah pungutan haran pajak Restoran ditetapkan
oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Dinas Pendapatan akan melakukan evaluasi secara periodik, atas peactapan
sister pemungutan pajak yauy telah dilerupkan sebelumnya kepada Wajib
Pajak.



Bag:an Kedua
Masa Pajak
Pasal 13

Masa pajak adalah jangka waktu, yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan
takwim.

(4)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

14)

BAB VI
TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyctoran Untuk Wajib Pajak
Yang Menganut Sistem Self Assesment

Pasal 14

Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasibill atau bukti pembayaran hurian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah
dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 satu) bulan disetorkan ke Kas
Daerah/Bendahara Penerima Dinas Pendapatan atau Bank yang ditunjuk,
paling lambat tanggal 15 (iima belas) bulan berikutnya dengan mempergunakan
SSPD atau dokumen Jain yang dipersamakan.

'

SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang sudah ditanda tangani dan
dicap tertentu oleh Kas Dacrah/Bendahara Pencrima Dinas Pendapatan atau
bank yang ditunjuk, dilampirkan pada SPTPD yang akan disampaikan ke Dinas.
Pendapatan sebagai laporan. :

Keterlambatan penyctoran pajak, akan dikenakan denda larnbahan scbesar 2x
per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan sclama 24 (dua putuh
empat) bulan. Pengenaan dcnda kecerlambatan akan mempergunakan STPD. -
Bentuk SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STPD akan ditetapkan
kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Bagian Kedua
UntukWajib Pajak yang Menganut Sistcm SKP

Pasal 15

Berdasarkan analisa terhadap data dan hasil observasi serta wawancara dcngan
Wajib Pajak, Dinas Pendapatan menerbitkan SKPD Sementara untuk suatu
masa pajak, selama-lamanya 6 (enam) bulan, yang menginformasikar jumlah
angsuran atau cicilan pajak yang harus disetorkan dan tanggal batas waktu
penyetoran. — ,
Jumlah angsuran pajak yang disctor diperoleh dengan membagi jumlah pajak
yang ditetapkan dengan jumlah masa pajak yang ditetapkan.

(3) Wajib Pajak menyetorkan jumlah angsuran atau cicilan pejak Sepcrti yang
ditctapkan pada ayat (1) dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah
(SSPD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikcnakan denda tambahan sebesar 2 M4
per bulan dari pokok pajak, dan muksirnal keterlambatan selama 24 (dua puluh

to



empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat
Tagihan Pajak Daerah STPD.

(5) SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang sudah ditanda tangani dan

dicap tertentu oleh Kas Daerah atau bank yang ditunjuk, disampaikan ke Dinas
Pendapatan sebagai laporan.

(6) Bentuk SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STPD akan ditetapkan
kemudian oteh Dinas Pendapatan.

Tata Cara Pelaporan
Bagian Kesatu

Wajib Pajak yang Menganut Sistem Seli Assesment
Pasal 16

(1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan,yang disusun dari rekapitulasi
bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat
Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/ bulan.

(2) SPTPD dilampirkar dengan SSPD atau dokumen Jain yang dipersamakan yang
sudah dicap oleh Kas Daerah/Bendahara Pcncrima Dinas Pendapatan atau
Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan
berikutnya.

(3) Keterlambatan penyampsikan SPTPD, akan dikcnakan denda administrasi
scbcsar Rp.50.000 (lirna puluh ribu rupiah) pcr SPTPD.

(4) Pengenaan denda keterlambatan akan ditagih melalui Surat. Tagihan Pajak
Daerah (STPD).

(5) Bentuk SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STPD akan
ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

YA

Bagian Kcdua
Wajib Pajak yang Menganut Sistem 3KP

Pasal 17 |

Wajib Pajak yang menganut sistem SKI' atau Sistcm Official Asscsmcnt tidak
diwajibkan menyampaikan SPTPD, cetapi cukup dengan menyampaikan SSPD atau
dokumen lain yang dipersamakan yang sudah ditanda tangani dan dicap olch Kas
Dacrah atau Bendahara Pencrima Dinas Pendapatan atau Bank yang ditunjuk.

BAB VII
TATA CARA PENERBITAN SKPD DAN STPD

Tata Gara Penerbitan SKPD
Bagian Kesatu

Wajib Pajak yang Menganut Sistem Self Assesment
Pasal 18

(3) Dinas Pendapatan dapet menetapkan bcsarnya pajak terutang dalam suatu
masa pajak sesuai dengan kctentuan perundang-undangan yang dengan
menpketuarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

(2) SKPD yang diterbitkan meliputi :

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Sementara ( SKPDS).



b. Surat Ketetapan Pajak Daerah: Final (SKPDF).
c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPPKBT).
e, Surat Ketetapan PajakDaerah Lebih Bayar (SKPDLB), dan
f. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).

(3) SKPD ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan aluu Pejabat lain yang
ditunjuk.

Bagian Kedua
Wajib Pajak yang Mcnganut Sislem SKP

Pasal 19

(1) Berdasarkan SKPD Sementara, SSPD atau dokumen Tain yang dipersamakan
dan pengujian atau verifikasi, Dings Pendapatan menerbitkan SKPD Final untuk
merampungkan perhitungan pajak terutang untuk suatu masa pajak yang telah
diterbitkan SKPD Sementaranya.

(2) SKPD Final menetapkan jumish pajak terurang, jumlah pajak yang sudah
dibayar dan kurang/lcbih bayar yang periode penctapannya meliputi 1 (satu)
masa SKPD Sementara atau lebih.

(3) Apabila SKPD Final seperti yang dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang
dibayar setelah lewat waktu paling lama 30“tiga puluh) hari setelah SKPD Final
diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 #& (dua persen)
sebulan dan tagihan dengan menerbitkan STPD.

(4) Bentuk SKPD Final akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Pasal 20

(1) Apabila Dinas Pendapalan belum menerbitkan SKPD Final untuk suatu masa
pajak yang telah diterbitkan SKPD Sementaranya, Wajib Pajak tetap
menggunakan SKPD Sementara tersebut dalam menctapkan dan menyetorkan
pajak terutang untukmasa pajak berikutnya.

(2) Untuk kondisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus
melaporkan penggunaan SKPD Sementara tersebut kepada Dinas Pendapatan.

| Bagian Ketiga
Tata Cera Penerbitan STPD

Pasal 21

(1) Kepala Dinas Pendapatan dapat menerbitkan STPD apabila :

“ pajak dalam tabun berjalan tidak atau kurung bayar, dun
b, wnjib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) butir a, ditambah dcngan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 06 (dua perscratus) sctiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan
scjak saat terutangnya pajak.

(3) SIPYD diserahkan kepada Wajib Pajak melalui Bidang Penagihan.
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BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran

Pasal 22

(Ll) Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 10, yang menjadi dasar

pengenaan pajak harus tercanm:m dengan jelas pada bukti pembayaran, yang
biasa disebut dengan bill atau kuitansi atau faktur pembayaran, invoice atau
bukti pembayaran /penerimaan lainnya.

(2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib pajak harus menggunakan
bill/faxtur/ kuitansi/invoice/bukii pembayaran yang telah diberi tanda atau

dipertorasi oleh Dinas Pendapatan sebelumnya.
“(3) Bill, kuitansi, jakrur pernbayaran, invoice atau bukti pembayaran harus

mempunyai nomor urul yang sudah tercctak sebelumnya (printed running

number").
4 Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainnya minirnal memberi

inlormasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang
dinikmati, diskonjpotongan penjualan, dan jumlah yang harus dibayar scrta

pajak yang dibayar. i

Pasal 23

(1) Setiap Wajib Pajak harus menggunakan bill/faktur yang diperforasi terlebih
dahulu oleh Dinas Pendapatan.

(2) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pecmbayaran/ "billing”
tersendiri dengan menggunakan computer untuk mencetak bill, perforasi bill
hukan merupakan keharusan.

"

(29 Wajib pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2). harus mengajukan
Permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.

(4) Tata cara melakukan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan bill
perlorasi akan ditctapkan terpisah oleh Dinas Pendapatan.

(5) Pembayaran pajak dilakukan pada Bendahara Penerima atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Bupati.

(6) Dalam pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil

pencrimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) x 24 (dua
puluh empat) jam atau dalam jangka waktu lain yang ditentukan oleh Bupati.

(7) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
dengan menggunakan SSPD ate3 dokumen lain yang dipersamakan, serta harus
dilakukan sekaligus atau lunas. .

(8) .Pujak yang terutang dalam SKPD atau STPD wajib dilunasi dalam jangka waktu
paling lama 15 (lima belas) hari xerja sejak tanggal diterbitkan.

(9) Dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur maka batas waktu
pembayaran jatuh pada hari karya berikutnya.



Hagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 24

(1) Kepala Dinas Pendapatan atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan

persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang atau
menunda pembayaran dalam kunin waktu tertentu setelah memenuhi

persyaralan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 24 (dua

perseratus) setiap bulan.
(2) Tata Cara Pembayaran Angsurzn dan Penundaan Pembayaran pajak terutang

diatur sebagai berikut :

a.

J.

Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran sccara angsuran maupun
menunda pembayaran pajak, harus mengajukari permohonan secara tertulis

kepada Kepafa Dinas Pendapatan dengan disertai alasan yang jelas dan

melampirkan fotocopy SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya:
Permuhonan sebagaimana cimakaud pada huruf au. harus sudah diterima
Dinas Pendapatan paling lambat 7 (tujuh) hari scbclum tanggal jatuh tempo

pembayaran yang telah diter:tukan,
Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan
rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan
serta alasan-alasan yang merdukung diajukannya permohonan,
Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan
pembayaran yang disetujui Kepala Dinas Pendapatan, dituangkan dalam
Surat Keputusan Pembayaran Sccara Angsuran maupun penundaan
pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kcpala Dinas dan Wajib
Pajak yang bersangkutan, ,

Pernbayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali
angsuran dalam jangka waktu 10 isepuluh) bulan terhitung sejak (tanggul
surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain olch Kepala Dinas
berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima,
Penundaan pembayaran “diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan
terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD
dan STPD kecuali ditctapkan lain oleh Kepala Dinas Pendapatan
berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima,
Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :

I. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa
anksuran,

2.jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran sisa
pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran,

3. pokok pajak angsuran- adalah hasil pembagian antara jumlah pajak
terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran,

4, bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga
sebesar 24 (dua persen): dan

5. besarnya jumlah yang hurus dibayar tiup bulan ungsuran adalah pokok
pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 244 (dua persen),

Ierhadap jumluli angsuran yang larus dibayur Lap bulu, tdak dupal
dibayar dcngan angsuran telapi harus dilunasi tiap bulan,
Perhitunpan untuk penundaan pembayaran ndalah sebagai berikut :

b.

c.

c.

£
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(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

1, perhitungan bungan dikenakan terhadap seluruh jumlah pujak terutang

yang akan ditunda yaitu hasil perkalan antara bunga 2 Y idua persen)

dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah
hutang pajak yang akan ditunda,

2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah hutang pajak
yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 Y5 (dua persen) per bulan,
dan

3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat

jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
j. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran

secara angsuran, tidak dapat mengajukan perrnohonan penundaan
pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

Tahapan Pelaksanaanan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang
bayar setelah jatuh tempo pembayaran diatur sebagai berikut :

a. Surat Peringatan atau Surut Teguran utau surat lain yang scjenis sebagai
awal tindakan Pelaksanaanan penagihan pajak dikeluarkan 7 (lujuh) bari .

kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran,
b. dalam jangka waktu 7 (tujuhj hari kerja sejak tanggal Surat Peringatan atau

Surat Teguran atau surat !sin yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi

pajak yang terutang, dan
c. dalam jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu

sebagaimana ditentukan dalam Surat Peringatan atau Surat Teguran atau
surat lain yang sejenis, Kepala Dinas Pendapalan menerbitkan Surat: Paksa
setelah lewat 21 (dua puluk satu) hari kerja scjak Surat Peringatan atau
Surat Teguran atau surat lain yang sejenis. .

Ketentuan mengenai Pelaksanaanan penagihan pajak dengan Surat Paksa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dcngan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pelaksanaanan penagihan pajak denyan Surat Paksa tidak mengakibatkan
penundaan Hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak scrta mengajukan
pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau

pengurangan sanksi adminislrasi.
Dalam hal pajak yang harus :ibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7

ftujuh) hari setelah tanggal Surat Paksa, Kepala Dinas segera menerbilkan
Surat Perintah Melaksanoan Penyitaan.

7

P

Fasal 26

Perayaan pajak dapa dilakukan sekcliku dan sekuligus tampa un nunggu juluh
tempo pegibayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasul 25 ayat (1) apabila :

a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia unluk
selama- lamanya,

1



b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau

dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan
atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia,

c. Terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan

membuburkan baden usahanya atau menggabungkan usahanya atau

memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau

melakukan perubahan bentuk lainnya,
d. Badan usaha akan dibubarkar: oleh negara, dan
e. Terjadi penyitaan atas barang Wajib atau Penanggung Pajak olch pihak ketiga

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

3)

(a)

(5)

atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
'

BAB X
TATA CARA PENYITAAN

Pasal 27

Dalam hal jumlah pajak yang rnasih harus dibayar tidak dilunasi untuk jangka
waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima Surat Paksa, maka Kepala Dinas
menerbitkan Surat Melaksanakan Penyitaan terhadap barang bergerak

dan/atau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak dengan disaksikan oleh paling
sedikit 2 (Jua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal olch Juru
Sita Pajak, dan dapat dipercaya.
Setiap melaksanakan penyitaan, Juru Sita Pajak membuat berita acara

Pelaksanaanan sita yang ditandatangani oleh Puru Sica Pajak, Wajib Pajak aluu

Penanggung Pajak, dan saksi- saksi.

Pasal 28

Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak hadir, penyitaan tetap

dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (2) adalah Pejabat Pemerintah Dacrah yeng berwenang di wilayah
objek pajak.

"

Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh wajib pajak atau

penanggung pajak sebagaimana dimaksud pada ayat M4) Berita Acara
Pclaksanaunan Sita ditandatangani oleh Juru Sita Pajak Daerah dan saksi-
saksi.
Berita Acara Pelaksanaanan Sita sebagaimana dimeksud dalam Pasal 27 ayat
(3l mempunyai kekuatan hukum mengikat, meskipun Wajib Pajak atau

Penanggung Pajak menolak mer-andatengani Bcrita Acara Pelaksanaanan Sita.
Salinan Berita Acara Pelaksanaanan Sita- depat ditempelkan puda barang
bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita berada, dan/atau di
tempat-tempat umum.
Atas barang yang disita dapat ditempel atau dibcri scgel sita memuat paling
kurang hal- hal sebagai berikut :

a. kata “disita”,
b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaanan sita, dan

" & larangan untuk memindahtangankan,memindahkan hak, meminjamkan hak
atau merubah barang yang disita.
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Pasal 29

Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan

penundaan Pelaksanaanan penyitaan.

(1)

(21

(3)

Pasal 30

Penyitaan dapat dilaksanakan terhadap barang milik Wajib Pajak atau

Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat

kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di

tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang

dapat berupa :

a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tuna dan deposito

berjangka, tabungan saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya, piutang
dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dan

b.barang tidak bergerak termasuk tanah, bagunan dan kapal dengan isi

tertentu.
Penyitaan terhadap barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak bacan dapat

dilaksanakan terhadap barang rnilik perusahaan, pengurus kepala perwakilan,

kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan, di

tempat tinggel yang bersangkutan, maupun di tempet lain.

Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (LI) dan (2) dilaksanakan sampai

dengan nilai barang yang disi:a diperkirakan cukup untuk melunasi utang

pajak dan biaya penagihan pajak.

Pasal 31

Penyitaan tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicabut dengan menerbitkan Surat

Pencabutan Sita oleh Kepala Dinas Pendapatan selaku pejabat dan menyampaikan

kepada Wajib Pajak atau Penanggur.g Pajak oleh Juru Sita Pajak Dacrah apabila :

a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya

b.
Cc.

(t)

(2)

penagihan pajak,
berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak, dan

ditetapkan lain oleh Bupati.

BAB Xl
TATA CARA LELANG

Pasal 32

Dalam hal utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah
dilaksanakan penyitaan, maka setclah lewat 10 (scpuluh) hari kerja sejak
tanggal Pelaksanaanan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Kepala Dinas
selaku Pejabat mengajukan permintaun penetapan tanggal pelelangan kepada
Kantor Lelang Ncgara untuk melaksanakan penjualan secura lelang terhadap
barang yang disita.
Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo

rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu,
"

obligasi, saham atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal
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pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).
(3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk

mcmbayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara :

3 uang tunai disetor ke Bendahara Pencrimaan atau Bank atau tempat lain

—

yang ditunjuk,
b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro utau bentuk lainnya

yang dipersamakan dengan itu, dipindah bukukan ke rekening Bendahara

Penerimaan ulau Bank atau tcmpat Jain yang ditunjuk atas permintaan
"

Pejabat kepada Bank yang bersangkutan,
c. obligasi, saham atau surat bcrharga lainnya yang diperdagangkan di bursa

efek dijuai di bursa efek atas permintaan pejabat,
d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di

bursa cfek segera dijual oleh pejabat,
C. piutang dibuatkan Berita Acara Persetujuan tentang Penagihan Hok Menagih

dari Wajib Pajak atau Penanggung Pujak kepada pejabat,
i. penyertaar modal pada perusahaan lain dibuatkan Akta persctujuan

pengalihan hak menjual dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada

pejabat. :

Pasal 33

(1) Penjualan secara lelang terhadap bareng yang disita sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 dilaksanakan paling lambat 14 (empat bclas) hari setclah

pengumuman lelang melaiui media masa. :
|

(2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayal (F) dilaksanakan peling
singkut 14 (empat bclas) hari secclah penyitaan.

(3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan“untuk
barang tidak bergerak dilakukar. 2 (dua) kali.

(4) Pengumuman Jelang terhadap burang dengan nilai paling banyak Rp.
20.000.000,- idua puluh juta Rupiah) tidak harus diumumkan melalui media
masa.

Pasal 34

(4) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh Wajib
Pajak atau Penanggung Pajak belum memperoleh keputusan keberatan.

(2) Lelang tetap dapat dilaksanaksn tanpa dihadiri Wajib Pujak atou Penanggung
Pajak. .

(3) Lelany Uduk dilaksanakan apubila Wajib Pajak utavu Penanggung Pajak telah
melunasi utang pajak dan binya penagihan pajak atau berdasarkan putusan
pengadilan atau putusan Pengardilan Pajak atau objek lelangmusnah.
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BAB XI
: TATA CARA PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal 35

(1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan
pengurangan atau keringanan pajak Kcpada Bupati melalui Kepala Dinas
Pendapatan.

|

(2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara tertulis
dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan paling kurang memuat nama
dan aiamat Wajib Pajak, jenis pajak, besar pengurangan pajak yang dimuhon
dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak serta
metampirkan pula:
a. Jowo copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pcmahon:
b. faco copy NPWP, dan
rc. SKPD atau STPD.

(3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pade ayat (l),
diberikan berdasarkan pertimbangan alau keadaan tertentu, seperti wajib pajak
mengalami force mmajeur atau mengalami pailit yang dinyatakan oleh konsultan
publik.

Pasal.36
(1) Atas permohonan pengurangan atau keringanan pajak sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk
melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya.

(2) Atas pertimbangan dan rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk maka Kepala
Dinas Pendapatan menyampuikan jawaban tentang pemberian pengurangan
atau keringanan pajak.

(3) Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati dapat memberikan
pengurangan dan keringanan pajak setinggi-tingeinya 506 (lima puluh persen)
dari pokok pajak dan memerintahkan Kepala Dinas untuk mengeluakan Surat
Keputusan tentang penguranyar: atau keringanan pajak.

BAB XIII
-x TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINSTRASI
Bagian Kesatu

Pembetulan Ketetapan
Pasal 37

(1) Kepala Dinas atu pejabat “yang ditunjuk karena jabatannya atau atas
permohuaun Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
dalam penerapan perhitungannya.

(2) Peluksanuunun pembetulan SKPD atau STPD atas permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

Lu. pereohonsan diajukan kepada Kepula Dinas Pendapatan atau pejabat yang
ditunjuk dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah surat ketetapan pajak
“
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alau STPD diterima,kecuali upabita Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa

jangka “waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar

kekuasaannya:
b. terhadap surat ketetapan pajak atau STPD yang akan dibetulkan,dilakukan

penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau
kekeliruan dalam Peraturan Daerah,

e. dalam hal basi! penelitian scbagaimana dimaksud pada huruf b ternyata
terdapat kesalahan lulis, kesalahan hitung dan/atau keeliruan dalam

penghitungan maka atas SKPD atau STPD dimaksud dilakukan pembetulan

sebagaimana mestinya:
|

d. pembetulan surat ketelapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud dalam

huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan

Ketetapan Pajak atau STPD berupa salinon surat ketetapan pajak dengan

pembetulan,
'

e. terhadap pembetulan SKPD, Kepala Dinas memerintahkan kepada pejabat
yang ditunjuk agar menerbitkan salinan SKPD dengan pembetulan,

f. Surat Keputusan Pembetulan Pajak atau STPD sebagaimana dimasud huruf &

diberi tanda dengan teraan ckn pembetulan dan dibubuhi paraf pejabat yang
ditunjuknya,

R. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana
dimaksud huruf f harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14

(empat belas) hari sejak ditcrbitkannya Surat Keputusan Pembetulan
Ketetapan Pajak Daerah atau STPD dimaksud)

h. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi
dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan,

i. dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau
STPD maka surat ketctapen pajak atau STPD semula dibatalkan dan

disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan,
"

j. Surat Ketetapan Pajak atau STPD semula sebelum disimpan Sebagai arsip
harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata
“Dibatalkan”: dan - .

k. Dalam hal permohonan Wajil: Pajak ditolak maka Kepala Dinas Pendapatan
segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan Surat Ketetapan

b

Pajak atau STPD.

Bagian Kedua
Pengurangan atau Pcmbutalan Ketetapan

Pasal 38

(1) Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat
mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yong tidak benar.

(2) Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokuk
pjnk ditumbuh sanksi ndeninistrasi herupa hunpa, denda dan atau kenaikan
pajak yang tercantum dalam surat kelelapan pujitk.

(3) Pengurangan dan pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai

|
permintaan Kepala Dinas atat atas usulan dari pejabat yang ditunjuknya
berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.



(4)

(S)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib

Pajak,dilakukan sebagai berikut:
a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang
meyakinkan,

b. Dalam surat permohonan Wajib Pajak harus melampirkan fotocopy dokumen

sebagai berikut :

1. Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonannya, dan
2. Dokumen yang mendukung diajukannya permohonan.

c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan
berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan

permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala
Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan pembahasan pengurangan atau

pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 39

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat
(5), Kepala Dinas memberikan disposisi berupa menerima atau menolak

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
Atas dasar disposisi Kepala Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pejabat yang ditunjuk memproses penerbitan surat keputusan Kepala
Dinas berupa :

a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak,
b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan

Pajak.
Atas diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pejabat yang ditunjuk
segera melakukan,
a. pembatalan surat ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan

surat ketetapan pajak yang baru yang telah mengurangkan atau
memperbaiki surat ketetapan pajak yang lama,

b. pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak yang lama dan
selanjutnya diberi catatan bahwa surat ketetapan pajak “dibatalkan”serta
dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan,

Cc. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling
lambat 7 (tujuh) hari setelahditerimanya suratketetapan pajak yang baru,
dan .

d. terhadap surat ketatapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana
dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi
perpajakan.

Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan
ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka surat
ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk dikukuhkan
dengan surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan
pajak.

Na
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(1)

(3)

Bagian Ketiga
Pengurangan atau penghapusan Sanksi Administrasi

—

Pasal 40

Kepala Dinas Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau
atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan
sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang
terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan

Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda,
dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan terhadap :

a. Sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan
keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dan

b. Sanksi admnistrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam
surat ketetapan pajak atau STPD.

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut :

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas

Pendapatan dalam hal ini pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo kecuali apabila Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya,

b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus
dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan wajib pajak
atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD atau dokumen
lain yang dipersamakan yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak,

c. Atas permohonan yang disetujui, Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk
mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi, bunga atau
denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara
menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa
sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan,

d. Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali
dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan,

e. Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Dinas Pendapatan menugaskan
pejabat yang ditunjuk :

1) Menuliskan catatan keterangan pada sarana pembayaran SSPD atau .

dokumen lain yang dipersamakan bahwa sanksi tersebut dikenakan
sebesar 2#x (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi
tandatangan dan nama jelas, dan

2) Menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut (4)
Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga,
denda dan/atau kenaikan pajak dalan Surat Ketetapan Pajak atau
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai
berikut :

a) Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala
Dinas Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu

(2)
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(4)

(1)

(2)

(1)

4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib
' Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa

jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaannya,

|

b) Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus
mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan :

1. Surat Pernyataan Kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena

kesalahannya,
2. Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak

terutang.
hi

Berdasarkan Surat Permohonan dan lampiran yang menyertainya sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh

Kepala Dinas segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan

alasan Wajib Pajak maupun lampirannya.

Pasal 41

Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan,
penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Dinas atau pejabat

yang ditunjuk.
Dalam hal permohonan memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih

mendalam maka Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk melakukan rapat
koordinasi untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan yang dituangkan
dalam Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pengurangan atau

Penghapusan Sanksi.
Atas dasar hasil penelitian administrasi, pejabat yang ditunjuk membuat

telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk

selanjutnya mendapat persetujuan Kepala Dinas. .

Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, maka

Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan
Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti Surat

Ketetapan Pajak atau STPD semula.
Wajib Pajak melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi

(3)

(4)

(S)

Administrasi.
Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui, maka

Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Keputusan
Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi.

(6)

BAB XIV
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu
Tata Cara Keberatan

Pasal 42

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hal ini

Kepala Dinas Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk, atas suatu :

a. SKPD: dan
.
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(2)

(3)

(1)

(2)

b. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan

perundang- undangan perpajakan daerah yang berlaku.
Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan

membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan

Wajib Pajak.
Satu keberatan hanya dapat diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu)1

tahun pajak.
Pasal 43

Penyelesaian keberatan atas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat

(1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa Surat Ketetapan

Pajak dengan objek yang sama, maka penyelesainannya dilaksanakan secara

bersamaan oleh Kepala Dinas.
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak

yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, maka

penyelesaiannya dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan atau pejabat yang

ditunjuk.
Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut :

a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan- alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah
pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar,

b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara

jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan

pajak tersebut,
Cc. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam

hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan

melampirkan surat kuasa,
d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak

dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan
fotocopinya, dan

e. permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3

(tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali

apabila Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak

dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
|

(1

(2)

(3)

(4)

Pasal 44

Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (4), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga
tidak dapat dipertimbangkan.
Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi
masih dalam jangka waktu sebagaimann dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1)
huruf e, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta Wajib Pajak
untuk melengkapi persyaratan tersebut.

24



(3) Bentuk dan isi formulir permohonan pengajuan keberatan pajak tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 45

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
Pelaksanaanan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 46

(1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat
Keberatan diterima, Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk harus
memberikan keputusan atas keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yang
dituangkan dalam surat keputusan keberatan atau surat keputusan penolakan
keberatan.

(2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang
terutang.

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan
Kepala Dinas Pendapatan atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan
jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

(4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan
permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 47

(1) Dalam hal Surat Permohonan Keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan,
maka Kepala Dinas Pendapatan menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk
melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan
Pemeriksaan Pajak Daerah.

|

(2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan,
Kepala Dinas Pendapatan menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk
menyusun masukan dan pertimbagan atas keberatan Wajib Pajak dan hasilnya
dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.

Na

Pasal 48

(1) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah atau laporan Hasil Koordinasi
Pembahasan Keberatan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Kepala
Dinas menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk membuat telaahan atas
pemandangan keberatan pajak.

(2) Berdasarkan telaahan pemandangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk membuat petikan Surat Keputusan
Keberatan Pajak untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala Dinas.

(3) Kepala Dinas menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk melaporkan petikan
Surat Keputusan Keberatan Pajak kepada Kepala Dinas secara periodik.

ar



(1)

(2)

Pasal 49

Kepala Dinas karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat
membetulkan Surat Keputusan Keberatan Pajak Daerah yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
dalam penerapannya.
Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas
permohonan Wajib Pajak, harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala
Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima petikan
Keputusan Keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.
Kepala Dinas Pendapatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan
disampaikan oleh Wajib Pajak harus memberikan keputusan dalam bentuk
Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Penolakan Pembetulan atas

(3)

Keputusan Keberatan.
(4) Dalam hal Kepala Dinas tidak memberikan keputusan atas permohonan dalam

(1)

(2)

(1)
(2)

(4)

kurun waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka
permohonan atas pembetulan dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Banding

Pasal 50

Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak
atas keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat
yang ditunjuk.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan
salinan dari Surat Keputusan dimaksud.
Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
Pelaksanaanan penagihan pajak.

(3)

Pasal 51

Terhadap 1 (satu) keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
Terhadap banding dapat diajukan Surat Pernyataan Pencabutan kepada
Pengadilan Pajak.
Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihapus

dari daftar
sengketa dengan: |

a. penetapan Ketua dalam halsurat pernyataan pencabutan diajukan sebelum
—

sidang dilaksanakan, dan
b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal

surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan
terbanding.

Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana

(3)

dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.
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Pasal 52

Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, banding diajukan
terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan

|

apabila jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 5046 (lima
puluh perseratus).

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 53

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian
atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga 276 (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan.
Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai

dengan
diterbitkannya(2)

STPD.

BAB XV
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 54
—

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan
pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala Dinas Pendapatan.
Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas
Penerima dan Pembayar berdasarkan :

a. Perhitungan dari Wajib Pajak:
b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Pembetulan, Pembatalan

| dan Pengurangan Ketetapan, dan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi,

Cc. Putusan banding atau putusan peninjauan kembali, dan
d. Kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan

pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara
tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan
pembayaran pajak.
Dalam Surat Permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen:

Nama dan Alamat Wajib Pajak:
Nomor Pokok Wajib Pokok Daerah:
Masa Pajak,
Besanya kelebihan pembayaran pajak,
Alasan yang jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara
langsung atau melalui Pos Tercatat.
Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Dinas Pendapatan.

a.
b.

d.
e.
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(1)

(S)

Pasal 55

Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), Kepala Dinas
Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau
pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan
kewajiban pembayaran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak.
Kepala Dinas Pendapatan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak harus memberikan keputusan.
Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk
melunasi utang pajak dimaksud.
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu palinglambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya STPD.
Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya STPD maka Kepala Dinas Pendapatan

'

atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 X (dua
persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

(2)

(3)

(4)

(S)

Pasal 56

Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Membayar(1
Kelebihan Pajak.

|

Apabila kelebihan pembayaran pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang(2)
pajak lainnya , maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan
dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti.

BAB XVI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 57

Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai
dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat
penerimaan dan pengeluaran usaha.
Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola
Usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan dalam
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna
mengetahui jumlah peredaran/omzet yang menjadi dasar pengenaan pajakuntuk sctiap masa pajak. .

|

Apabila Wajib pajak tidak “dapat menunjukan pembukuan pada saat
pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara
jabatan.
Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti bill yang berhubungan
dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Dinas

(1

(2)

(3)

(4)

Pendapatan.



Pasal 58

(1) Dinas Pendapatan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

(2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketetapan
sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

(3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak
lanjut Pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

-

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 138 3ui 2011

K

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

heeAan,
H. SUKARMIS

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 13 ju 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

H. MUHARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012 NOMOR
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